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ABSTRACK

Economic system today heads for thekatanechanism which is difficult to
be avoided. This situation also becomes the scourgenly, for the developing
countries like Indonesia. This system is possildy appear the free economic
competition, not only among the economic actordiwithe country but also with the
economic actors within the country with the econoagtors from abroad. Then, one
of the ways to prevent the problem is by empowethreg Micro Business (UMK).
Yet, the face the big problem: capital. One of glo@ernment efforts in solving the
problem namely to increase the capital expenditsréy setting the corporation
among Minister of Cooperative, Micro and Middle Epreneur, Department of
Home Affair and Land Affair Bureau through the LaRaght Certification Event.

The methodology of the research usedesiescriptive methodology with the
qualitative approach. The target of this researel the participants of Certification
of Land Right Event to increase capital expendiyear 2009 in Desa Sukoharjo and
Desa Harjobinangun. The technique of data collactvas observation, interviewing
and documentation study. The technique of dataysisalised is the descriptive
gualitative of technique analysis by elaborating thsult of interview and also by
doing the deep analysis for the document

The result of the research showedirst, the Certification of Land Right as
the result of Certification of Land Right EventsaBle to increase the Bank trust in
giving the loan for the Micro Business. Since theciBion Letter about the
participants of certification of land right evessued, the Bank had given the trust tc
the participant to propose the loan appraisal fairt capital. The second, the
increasing of capital expenditure has the varidiisces to business increasing. In
farming business, the capital used did not havesitp@ficant effects in developing of
that business. Thus, it was also happen to thecpkat trading business, such as
sickle trading. In the case of this trading, whea &mount of goods increased, the
increasing of the result is not significant becanfsthe marketing. Along with that, in
the fish on fresh water cultivation, the capitalngal can be also used to add the
number of fishpond to increase the production. Tinethe case of food and concrete
brick, the capital gained is use to add more eqaimto develop the business.

Key words: Micro Business, Capital Expenditure, and Certification of Land Right
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perekonomian pada era globalisasi saataimj ynengarah
pada mekanisme pasar merupakan sesuatu yang sulitlali sekaligus
menjadi momok yang menakutkan terutama bagi negegara berkembang
seperti Indonesia. Sistem ini memungkinkan adangesgingan ekonomi
secara bebas, tidak hanya bersaing dengan pelalwomk dalam negeri
sendiri tetapi bersaing dengan pelaku ekonomi degara lain. Untuk itu
dibutuhkan kesiapan dari pelaku ekonomi agar marbpuahan dan
mengahadapi tantangan globalisasi tersebut.

Saat ini, kondisi perekonomian Indonesia belum tdikan pulih
dari hantaman krisis ekonomi yang melanda Indonpsida tahun 1997.
Banyak hal yang menjadi penyebab terpuruknya komdishnomi pada saat
krisis tersebut. Salah satu penyebabnya adalahjakehi ekonomi yang
diambil pemerintah selama ini yang terlalu berpilpakla pengusaha besar
(kebijakantrickle down effect). Mengenai kebijakan ini, Randy R Wrihatnolo
dan Riant Nugroho (2007:47) menyatakan bahwa d&ansep kebijakan
trickle down effect distribusi pendapatan dicapai semata-mata denge
instrumen fiskal (pajak) dan pemberian santunarmpaderlalu mementingkan

peran serta dan keterlibatan rakyat banyak selpatgiiu ekonomi.



Kebijakantrickle down effect ini terlalu berpihak pada pengusaha
besar dan mengabaikan peranan pengusaha kecil alkgat ryang juga
merupakan pelaku ekonomi. Akibatnya, pada saaadefkrisis ekonomi
perusahaan besar yang diandalkan sebagai penyplesekonomian banyak
yang gulung tikar, sehingga kondisi perekonomiannjat terpuruk.
Terpuruknya kondisi perekonomian tersebut diikuenghn pemutusan
hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran olelsgdean yang bangkrut
yang kemudian mengakibatkan meningkatnya jumlah ggegguran.
Banyaknya pengangguran tersebut mengakibatkan upgaduduk miskin
mengalami peningkatan yang tajam. Menurut data Bdélasat Statistik,
jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 20iEhcapai 31,02 juta
orang.

Pada saat usaha besar mengalami keterpurukaisj this usaha
mikro dan kecil yang terkesan tidak diperdulikan #éahkan dianggap bukan
sebuah usaha yang menjanjikan untuk mendukung @eoekan justru tidak
banyak terpengaruh oleh adanya krisis moneterhetsé&Jsaha mikro dan
kecil justru menunjukkan kekuatannya pada saatraedjhantam badai krisis
moneter. Pada saat usaha besar banyak yang gikangusaha mikro dan
kecil justru tetap bertahan. Hal ini dapat dilirgdri data perbandingan
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut kgdoknusaha pada tabel

di bawah ini:



Tabel 1. Perbandingan Komposisi PDB Menurut Keloknpdsaha Pada
Tahun 1997 dan 2003 Atas Dasar Harga Konstan 188Bar

Rupiah)
No. Skala Usaha 1997 2003 Pertumbuhan
1 Usaha Mikro dan 171.048| 183.125 +7.06%

Kecil (40,45) | (41,11)

78.524 | 75.975

- 0,
2. | Usaha Menengah (17.41) | (15.61) 3,25%
183.673| 185.352 0
3. | Usaha Besar (42.17) | (43.28) +0,91%
Jumlah PDB 433.245| 444.453 +2.50%

(100) (100)
Sumber : Sutirman, Pengolahan data dari www.degkoip, 2005

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat dikdiahwa secara
umum peran usaha mikro dan kecil dalam Produk DoknBsuto mengalami
kenaikan dibandingkan sebelum krisis, bersamaagatemerosotnya usaha
menengah. Enam tahun setelah krisis, keadaan usamengah belum pulih,
sedangkan usaha besar baru pulih mulai tahun ZB&®andingan posisi
keuangan tahun 1997 dan 2003 akan memberikan gaml@hwa krisis
ekonomi memiliki dampak yang besar terhadap usagi@engah dan usaha
besar. Perekonomian nasional baru pulih dari kokdisis pada akhir tahun
2003. Pada saat itu peran usaha menengah semakimarg, namun secara
perlahan mulai bangkit kembali. Usaha mikro danilketatif paling cepat
pulih dari krisis ekonomi dan pernah memberikantikbusi yang terbesar
dalam perekonomian nasional, terutama pada saatfpumisis tahun 1998
dan 1999, walaupun kemudian tergeser kembali odalhaibesar. (Sutirman

dalamwww.freewebs.com)



Berkaca pada pengalaman krisis dan untuk menghadepi
globalisasi memunculkan pemikiran para ahli bahefijkkan yang diambil
sebaiknya berasal dari bawah atau berpijak padaakak masyarakat. Oleh
karena itu diperlukan upaya pemberdayaan masyaagkatmasyarakat dapat
mandiri. Adanya krisis ekonomi tersebut seolah-afa@myadarkan kembali
akan peranan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang selam diabaikan. Hal
ini mengakibatkan sektor ini mulai kembali dilirikebagai salah satu
instrumen pemerataan dan solusi perekonomian Ilistlane

Sektor UMK dapat dijadikan sebagai salah satu unsén
pemerataan dan solusi perekonomian karena menidikiyak keunggulan.
Menurut Frida Rustiani (1996:5-6) beberapa keursggMK antara lain :

1. UMK sebagai penyedia lapangan kerja;

2. UMK sebagai penyedia barang-barang murah untukufossrakyat;

3. UMK memiliki efisiensi dan fleksibilitasnya terbukinenjadi kekuatan
yang mampu menyelamatkan perekonomian nasional;

4. UMK sebagai sumber penghagilter preneur baru.

Keunggulan-keunggulan yang dimilki oleh UMK tela@rkukti
dalam menyelamatkan perekonomian pada saat kriesngga sangat
diperlukan strategi untuk memajukan sektor ini. tntmemajukan UMK
diperlukan adanya kerjasama segenap pelaku industd dan pemerintah
agar UMK mampu bersaing dengan usaha skala besaryda Salah satu
yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakiam pertumbuhan

yang sehat agar UMK tersebut dapat tumbuh secdnmaalpsehingga dapat



menopang ekonomi bangsa. Selain hal tersebut, hab \tidak kalah
pentingnya adalah pemerintah memberdayakan UMKelletsagar dapat
mandiri dan menjadi kekuatan besar di bidang ekondtal ini karena
menghadapi liberalisasi ekonomi diperlukan ketahalyang kuat bagi
pelaku-pelaku ekonomi termasuk sektor UMK yang asib masyarakat.
Agar tercapai kemandirian UMK tersebut, maka peuidpgaan masyarakat
secara ekonomi harus dijadikan strategi pembanguwse&tngga masyarakat
tidak tergerus arus globalisasasi dan kalah beyslngan bangsa lain.
Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihalkan d
pemberdayaan dipahami sebagai suatu prosesdmarasi dalam hubungan
sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat akrdh. Masalah yang
paling mendasar dalam rangka transformasi strukinraternyata adalah
akses dalam perolehan dana. Karena itu, langkafy garat mendasar yang
harus ditempuh adalah membuka akses ekonomi raktak memperoleh
modal usaha (Ginanjar Kartasasmita, 1997). Magaamodalan merupakan
salah satu masalah yang dihadapi oleh sektor UM&salhh tersebut makin
terasa karena pihak lembaga keuangan menganggay sgkmerupakan
sektor yang tidakbankable (tidak memenuhi syarat untuk dilayani kredit
perbankan). Adanya penolakan pihak perbankan tersederingkali
mendorong pihak UMK meminjam uang untuk digunakabagai modal
usaha pada rentenir yang membebankan bunga tidi@mnaha sehingga usaha

yang dijalankan tidak dapat berjalan sebagaimarstimye.



Sehubungan dengan masalah permodalan yang dihatpm
rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil diperlupaningkatan
kemampuan pihak UMK untuk mengakses  sumber-sumb
permodalan/kredit. Peningkatan kemampuan ini akarga terbantu oleh
tersedianya jaminan untuk memperoleh kredit, khugusjaminan yang
berupa tanah. Salah satu syarat untuk dapat dyadaminan kredit adalah
adanya kepastian mengenai hak atas tanah tersimgt,diwujudkan dalam
bentuk sertipikat hak atas tanah. (www.landpolicydd

BPN RI sebagai pengelola pertanahan menerapkaempat)
prinsip pertanahan yang dijadikan sebagai dasaggmebilan kebijakan

dalam mengelola pertanahan. Empat prisip pertanahsebut yaitu:

1. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuingkatkan
kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-suméer kemakmuran
rakyat;

2. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata unarkngkatkan tatanan
kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalamarkaya dengan
pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pentdikam

3. Pertanahan harus Dberkontribusi secara nyata dalamnjamin
keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan laanregaraan
Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasma generasi akan
datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat tatat, dan

4. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalantiptakan tatanan

kehidupan bersama secara harmonis dengan menpathsigai sengketa



dan konflik pertanahan di seluruh tanah air danateesistem pengelolaan

yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflikelinudian hari.

Sebagai tindak lanjut, empat prinsip pertanahasebert dijabarkan
dalam 11 (sebelas) agenda Badan Pertanahan Na8lepablik Indonesia
yang salah satu agendanya adalah pemberdayaanrakady&®emberdayaan
masyarakat yang dilakukan BPN RI terkait dengaryapaemberikan akses
masyarakat terhadap aset yang dimilikinya (tanka). ini sejalan dengan
yang diungkapkan Kepala BPN RI Joyo Winoto (2006)ach sambutan
memperingati Hari Agraria Nasional tahun 2006 sabbgrikut :

“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatsgkaligus
untuk melahirkan sumber-sumber baru bagi kemakmrakyat, harus
dipastikan akses masyarakat terhadap tanah sesatgiduka. Manfaat
pengelolaan pertanahan harus mengalir sebesamasauntuk
kemakmuran rakyat. Aset-aset tanah rakyat yanghmidur harus
dibangkitkan, didaftar, diberi hak, dan dijamin &sflannya. Dengan
cara ini, tanah bisa menjadi aset produktif darakglis memberi rasa
aman. Proses tersebut bisa dilakukan oleh BPN &&pI harus diingat
bahwa adanya tanah yang terdaftar dan jelas hakeyjim secara
otomatis akan mensejahterakan rakyat. Rakyat npesin akses pada
berbagai aspek kehidupan lainnya untuk berdaya”.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BPN RI tida
dijalankan sendiri tetapi bekerja sama denganmnsstain. Kerjasama dalam
rangka pemberdayaan tersebut yaitu :

1. Kerjasama BPN RI dengan Departemen Pertanian Rindakngka
pemberdayaan petani untuk mendukung pembanguntaniaer. Hal ini

diwujudkan dalam kegiatan sertipikasi hak atas Hapartanian dalam

rangka peningkatan akses permodalan untuk usaha tan



2. Kerjasama BPN RI dengan Departemen Koperasi darhdJs&ecil
Menengah dalam rangka peningkatan akses permoda@ma mikro
kecil dan menengah.

Kerjasama yang dilakukan BPN RI dengan Departemepekasi
dan UKM dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersantara Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Mdbédam Negeri dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01/SKB/M.KIJKI/2007 dan
Nomor 5-SKB-BPN.RI-2007 tentang Percepatan ProgR@mberdayaan
Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan sertipikikik Atas Tanah untuk
peningkatan akses permodalan.

Kegiatan sertipikasi hak atas tanah berdasarkaat kesepakatan
bersama tersebut telah dilakukan oleh beberapaoikasrtanahan salah
satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Sajakn t2005 Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman melakukan kegiatapilsast hak atas tanah
untuk peningkatan akses permodalan UMK. Pada t&¥09 diadakan
sertipikasi hak atas tanah untuk peningkatan aksssnodalan UMK
sebanyak 100 (seratus) bidang tanah yang melimgdi desa yaitu Desa
Harjobinangun Kecamatan Pakem, Desa Sukoharjo KateaniNgaglik dan
Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan (Kantor Pahtan Kabupaten
Sleman, 2010)

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di agpeseliti
merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengdnlj: “Sertipikasi Hak

Atas Tanah guna Peningkatan Akses Permodalan dalanrangka



Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (Studi di Kabup&en Sleman

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta )”.

Perumusan Masalah

Pentingnya sertipikat hak atas tanah bagi UMK adaebagai
jaminan kredit untuk memperoleh pinjaman uang dikb&ada dasarnya
pinjaman tersebut dipergunakan untuk mengembangksaha sehingga
diharapkan pendapatan yang diperoleh oleh UMK bertsdapat meningkat.
Di sinilah diharapkan peranan pemerintah membantlK Unemperoleh
akses di bidang permodalan agar UMK dapat mar@htah satu wujud nyata
peranan pemerintah dalam membantu UMK memperolsksagermodalan
adalah melalui kegiatan sertipikasi hak atas tamahk peningkatan akses
permodalan. Kegiatan sertipikasi hak atas tanaebet bertujuan agar UMK
dapat memanfaatkan sertipikat untuk memperoleh ma#da dalam rangka
membangun usahanya. Untuk mengatasi permasalatman dyaadapi oleh
UMK terkait dengan permodalan, diperlukan dukundan segenap pihak
yaitu pihak UMK itu sendiri, Departemen Koperasind&Jsaha Kecil
Menengah, Lembaga keuangan (perbankan) dan Badtan&®an Nasional
Republik Indonesia (BPN RI).

Pelaksanaan kegiatan sertipikasi hak atas tanalk WM salah
satunya dilaksanakan pada tahun 2009 oleh KantdarRdan Kabupaten
Sleman. Kegiatan tersebut telah sukses dilakukahjnin ditandai dengan

penyerahan 100 sertipikat hak atas tanah pada mdaamber 2009 kepada



pihak Bank Rakyat Indonesia Kab. Sleman selakuiknedeserta sertipikasi
tanah UMK dengan persetujuan peserta tersebutrtRdssgiatan sertipikasi
hak atas tanah UMK tersebut tersebar dalam 3 )(tigsa di Kabupaten
Sleman yaitu Desa Harjobinangun Kecamatan Pakensa D®ukoharjo
Kecamatan Ngaglik dan Desa Argomulyo Kecamatan Krargan.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan ndhsio
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Refuheknis Program
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui kegistamipikasi hak atas
tanah untuk peningkatan akses permodalan, tujuagrgn sertipikasi hak
atas tanah tersebut adalah memberikan kepastiamhh&k atas tanah usaha
mikro dan kecil dan untuk meningkatkan akses pesafaod berupa
peningkatan kemampuan jaminan kredit/pembiayaara getbankan atau
koperasi dalam rangka pengembangan usaha. Berdadaaktersebut, maka
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana dampak kegiatan sertipikasi hak ataahtaerhadap
peningkatan akses permodalan UMK?
2. Bagaimana dampak peningkatan akses permodalanadtgrh

peningkatan usaha UMK?

Batasan masalah
Pembatasan masalah yang akan diteliti dilakukam pgaelitian

lebih terarah dan dapat mempermudah pemahanierdasarkan hal



tersebut penulis memberi batasan masalah bemkdengan penelitian

yang dilakukan, yaitu:

1. Dampak kegiatan sertipikasi hak atas tanah terhpéapgkatan akses
permodalan UMK yaitu dampak dari adanya kegiatatipdeasi hak atas
tanah terhadap akses permodalan usaha mikro ISstélah mengikuti
kegiatan sertipikasi hak atas tanah, akses per@oddMK peserta
kegiatan mengalami peningkatan atau tidak mengadamngkatan.

2. Dampak peningkatan akses permodalan terhadap pataémgusaha yaitu
dampak yang dialami oleh UMK setelah adanya pemitagk akses
permodalan. Jika akses permodalan UMK mengalamngkatan, usaha
UMK tersebut mengalami peningkatan atau tidak miamga
peningkatan.

3. Peningkatan usaha yang dimaksud adalah peningkatdah pendapatan
UMK setelah mengikuti kegiatan sertipikasi hak atsah. Peningkatan
jumlah pendapatan tersebut berdasarkan hasil penjptoduk UMK
dalam kurun waktu tertentu misalnya dalam kuruntwakbulan.

4. Tahun pelaksanaan dimaksud adalah kegiatan sewiplilak atas tanah
yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabup&eman tahun
2009. Pelaksanaan kegiatan sertipikasi hak atab tdapat dilaksanakan
sesuai dengan target yaitu 100 bidang tanah. Slgimentang waktu
antara pelaksanaan kegiatan dengan tahun pene(Riamahun) sudah
dapat diteliti mengenai dampak pelaksanaan kegistesebut terhadap

akses permodalan UMK maupun peningkatan usahanya.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah

a. untuk mengetahui bagaimana dampak kegiatan sexsipikak atas
tanah yang telah dilaksanakan terhadap peningkéises permodalan
usaha mikro dan kecil;

b. untuk mengetahui bagaimana dampak peningkatan glksamdalan
usaha mikro dan kecil terhadap peningkatan usaha.

2. Kegunaan Penelitian

Guna dan manfaat yang diharapkan penulis dari piamneii adalah :

a. dapat menambah khasanah pengetahuan pertantdratama
dalam pensertipikatan tanah untuk peningkatansakgemodalan
dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. diharapkan dapat memberikan informasi dan regrelalam
penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan den@rogram

Pemberdayaan UMK.

E. Kebaruan (Novelty)

Kebaruan rfovelty) ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaar
penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelfaag telah dilaksanakan
sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis mengandoihtoh 4 (empat)
penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. IBaneyang dilakukan

umumnya mengenai pelaksanaan sertipikasi hak ata tsedangkan dalam



penelitian ini, peneliti akan membahas mengenaelaet pelaksanaan
kegiatan sertipikasi hak atas tanah tersebut. Desgdipikasi tanah tersebut
dapat memajukan usaha UMK atau tidak serta fal@odpkung dan kendala

yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya dapat diliredgtabel di bawah ini :

Tabel 2. Beberapa Penelitian mengenai kegiataipai Hak Atas Tanah
guna Peningkatan Akses Permodalan

N Nama Judul Penelitian Metode Masalah yang diteliti
0 Peneliti Penelitian
(Tahun)

1. | Primanda Pelaksanaan Deskriptif | 1. Pelaksanaan pensertipikatan
jayadi pensertipikatan | Kualitatif tanah ditinjau dari aspek
(2006) tanah melalu operasional, pembiayaan,

program jangka waktu dar

pemberdayaan tanggapan peserta

pengusaha mikro 2. Kendala dalam rangka

dan kecil di pelaksanaan pensertipikatan

Kabupaten Baritg ditinjau dari aspek

Utara operasional, biaya dan
waktu.

2. | Eko Pensertipikatan | Deskriptif | 1. Respon anggota pengusaha
Windarko tanah dalam Kualitatif mikro dan kecil sebagai
(2008) rangka penguatanh peserta program dalam

permodalan bagi rangka peningkatan akses
pengusaha mikro permodalan

dan kecil (Studi d 2. Kendala dalam rangka
Kabupaten pelaksanaan pensertipikatan
Tanjung Jabung ditinjau dari aspek

Barat provinsi operasional, waktu dan
Jambi ) biaya.

3. | Muhammad | Pensertipikatan | Deskriptif | 1. Pelaksanaan
Misyurahwa | tanah guna Kualitatif pensertipikatan tanah
nto peningkatan akses dalam rangka peningka%g
(2009) permodalan bagi akses permodalan bagi

usaha mikro dan usaha mikro dan kecil di
kecil di Kabupaten Kebumen.
Kabupaten 2. Peningkatan permodalan
Kebumen dengan adanya
Provinsi pensertipikatan tanah.

Jawa Tengah

Bersambuna.



lapbel Z. (sambungan)

4

Ria Sertipikasi  Hak Deskriptif | 1. Pelaksanaan sertipikasi hak
Nurhayati Atas tanah untuk Kualitatif atas tanah pada program
(2010) meningkatkan pemberdayaan usaha mikro
akses permodalan dan kecil di Kabupaten
bagi usaha mikrg Bantul
dan kecil (Studi d 2. Pemanfaatan sertipikat
kabupaten Bantul untuk peningkatan akses
permodalan bagi
pengusaha mikro dan kecil.

Sumber. Pengolahan Skripsi STPN 2006-2010

Pada penelitian yang dilakukan Primanda Jayadi§RQqnelitian
yang dilakukan mengenai pelaksanaan kegiatan ik@diphak atas tanah
ditinjau dari aspek operasional, biaya dan wakedaBgkan Eko Windarko
(2008) melakukan penelitian mengenai respon angagrgusaha mikro dan
kecil mengenai pelaksanaan pensertipikatan tanEmdeangka penguatan
permodalan serta kendala dalam rangka pelaksareeepipikatan tersebut
ditinjau dari aspek operasional, biaya dan waktu.

Penelitian mengenai pelaksanaan pensertipikataah tasalam
rangka peningkatan permodalan juga telah dilakukéeh  Muhamad
Misyurahwanto (2009). Penelitian yang telah dilakuktersebut mengenai
pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah damglertan permodalan
UMK setelah pelaksanaan kegiatan pensertipikataahtatersebut. Dari
penelitian tersebut diketahui bahwa tidak semua enes kegiatan
pensertipikatan tanah dapat meningkatkan aksesogatannya. Penelitian
tersebut menyimpulkan bahwa berhasilnya usaharondikn kecil tidak
hanya dipengaruhi dari aspek modal saja. Teta@ fligengaruhi oleh hal-
hal lain seperti manajemen usaha yang baik, kguam dalam

mengembangkan usaha, melihat situasi dan kondim usaha di



daerahnya, mitra kerja yang dapat dipercaygkndiogi yang tepat,
ketersediaan bahan baku, sarana dan prasarate, peegnasaran yang tepat
serta peran dari pemerintah dalam mendukung KUMuntuk
mengembangkan usahanya. Penelitian mengenai pénkgtvarhasilan usaha
mikro dan kecil ini kurang lebih sama dengan yalk@naditeliti pada
penelitian ini, yaitu mengenai kendala yang dihad#gdam peningkatan
akses permodalan dan peningkatan usaha seteldksatikan kegiatan
sertipikasi hak atas tanah. Selain itu pada péaeliini dapat diuraikan
mengenai perkembangan usaha peserta setelah nmiehkgiiatan sertipikasi
hak atas tanah. Uraian tersebut berdasarkan jesabaumasing-masing
peserta sehingga dapat dijelaskan lebih terpemecigenai kondisi usaha dan
juga kendala yang dihadapi masing-masing usahaehigtrs dalam
mengembangkan usahanya.

Tahun 2010, penelitian mengenai pelaksanaan desiphak atas
tanah untuk peningkatan akses permodalan juga utidak oleh Ria
Nurhayati. Penelitian mengambil lokasi di KabupaBamtul. Penelitian yang
dilakukan terkait dengan pelaksanaan sertipikakidtas tanah UMK yang
dilakukan serta pemanfaatan sertipikat hasil kagigéérsebut. Dari penelitian
yang dilakukan dapat diketahui bahwa penentuanelibyeserta program
sertifikasi hak atas tanah tidak sesuai dengannpgtuteknis program
pemberdayaan UMK. Selain itu dapat diketahui bab&l@gian besar peserta
program tidak memanfaatkan sertipikat sesuai derigaran pelaksanaan

program sertifikasi hak atas tanah UMK vyaitu untakningkatkan akses



permodalan. Sertipikat hak atas tanah tersebut ahatigunakan untuk
memperoleh bukti kepemilikan saja. Perbedaan pemeliini dengan
penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penaelitiai yang diteliti
mengenai pemanfaatan sertipikatnya, sedangkan if@melyang akan
dilakukan adalah tidak terbatas pada pemanfaatdipikat yang diperoleh
dari hasil kegiatan sertipikasi hak atas tanalaptgbenelitian tersebut lebih
lanjut meneliti mengenai dampak pelaksanaan kegis¢atipikasi hak atas
tanah terhadap peningkatan akses permodalan UMK g@ningkatan
usahanya. Dari penelitian ini dapat diketahui meagperkembangan UMK
peserta kegiatan setelah mengikuti kegiatan skaspihak atas tanah juga
dapat diketahui mengenai kendala yang dihadapi Utdksebut dalam

mengembangkan usahanya.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sertipikat hak atas tanah yang diperoleh dari kegisertipikasi hak atas
tanah untuk peningkatan akses permodalan UMK ts#akua dimanfaatkan
sesuai dengan tujuan kegiatan sertipikasi haktatesh tersebut. Hal ini dapat
dilihat dari adanya peserta yang tidak memanfaaskatipikat sebagai sarana
peningkatan akses permodalan. Walaupun demikiangasieadanya sertipikat
hak atas tanah hasil kegiatan tersebut dapat mathkamn kepercayaan pihak
bank dalam memberikan pinjaman kepada peserta thagi&ejak Surat
Keputusan (SK) mengenai peserta kegiatan sertipikak atas tanah
diterbitkan, Bank sudah memberi kepercayaan keppdaerta untuk
mengajukan pinjaman modal usaha.

2. Jenis UMK yang dijalankan oleh peserta kegiatatipsleasi hak atas tanah
guna peningkatan akses permodalan meliputi usdbagae berikut : usaha
pertanian, usaha peternakan, usaha budidaya ikatavear, usaha dagang
sabit, usaha makanan dan usaha batako. Dampak gkatan akses
permodalan bervariasi untuk masing-masing usahselat. Untuk usaha
pertanian, modal yang digunakan tidak terlalu bewakk pada peningkatan
usaha tersebut. Demikian juga untuk usaha dagdny saalaupun jumlah

barang dagangan bertambah tetapi peningkatan Yyeswedikit karena
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terkendala oleh pemasaran. Sedangkan untuk usalhdaba ikan air tawar,
modal yang diperoleh dapat digunakan untuk menamhbafiah kolam
sehingga produksi dapat ditingkatkan. Demikian jugaha makanan dan
batako, modal yang diperoleh digunakan untuk meaanperalatan sehingga
usaha dapat meningkat.
B. Saran
1. Agar peserta dapat memanfaatkan sertipikat yangjikimya sesuai tujuan
program pelaksanaan sertipikasi hak atas tanahhdaiinya dapat tepat
sasaran hendaknya lebih diintensifkan langkah-langlebagai berikut :

a. Pemilihan peserta oleh instansi yang berwenangrdpkmilihan peserta
dan verifikasi peserta kegiatan oleh Tim Pokja Katten dilaksanakan
sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturag ggadikan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan agar kegiatan sertipieksatas tanah ini
sesuai dengan sasaran pelaksanaan kegiatannya.

b. Penyuluhan kepada peserta oleh Tim Pokja Kabupasms lebih
ditingkatkan agar peserta menyadari tujuan danmgenta sertipikat hasil
kegiatan ini yaitu untuk peningkatan akses pernmardaljuan pelaksanaan
kegiatan ini dapat tercapai.

2. Pemberdayaan UMK dalam hal permodalan yang dilaksan melalui
kerjasama lintas sektoral sebaiknya tidak terhemtnpai terbitnya sertipikat
hak atas tanah. Kegiatan pembinaan dan pelatirrauepada UMK peserta

kegiatan sangat penting bagi UMK dalam meningkatisahanya.
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